
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR $ ranur,t zozs

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2023

BIS MILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pe*enntaSr./
Gampong yang baik, keuangan gampong dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong, dikelola secara Eftib,
dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O
Talun 2018 tentang Pedoman pengelolaal Keuangan Desamaka perlu menetapkan Standar Biaya pemerintah
Gampong Tahun 2023;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
p-ada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Standar Biaya pemerintahan Gampong Tahun
2023;

Undang-Uldang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten_Kabupaten dalariLingkungan Daerah propinsi Sumatera Utari (lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor iATambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
to92);
Undang-Undang Nomor ll Tahun 2006 tentangPemerintalan Aceh (kmbaran Negara Republik IndonesiiTahun 2006 Nomor 62 (Tambafran fri-U.r.. NegaraRepublik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
!t eltaan ry"sq. Republik Indonesia i"fr"" itt+ No_o. z
l €unoalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorsa9s);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (kmbaran Negara n"p"Ltf. IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambail ;;;;an NegaraRepublik Indonesia Nomor SSST) ""t"l"i*"". telahbeberapakali diubah terakhir d;"e..lj;""g_Undang
Nomor 9 tahun 2O15 tentang peribahan Kedua atasUndang-Uadang Nomor 23 - Tahun 

--iOt+ 
tentangPemerintahan Daerah -- (trmbaran NeJ;; RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2+6, famb&n kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat :

b.

l.

2.

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter,tarrg Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6759);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20-14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SS39) sebagaimana tEhh
beberapa kali diubah terakhir dengan peratuian pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelal<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20_14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan danfe]anja 

- !{egara (l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan I_embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5S5g) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan plmerintah Nomor8 Tahun 2O16 tentang perubahan Kedua atas peraturan
Pemerintah Nomor 60 TahL.r 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran.pendapatan ain eeUnla Wegari
LT1F*:" Negara Republik Indonesia tahun-iOr6 Nomor57, Tambahan tcmbaran Negara Republik tnJonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
LTgl"^B"i ,K"r"lg^T paerah (Berita N"g*. Republiklnoonesla 'l'ahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor O|ZZI: ----"

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang pedoman 
-p-embangunan Desa (Berita Wega.aRepublik Indonesia Tahun 20-14 No*o. ZOS+;;

lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2olg
!:"t t g 

-Pengelolaan. Keuangan Desa (Berita fVega.aRepublik Indonesia Tahun ZO t 5 NomoiOl r t;'
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2Otentang Pedoman fg|1ls 

- 
pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Repubtik rndonesL rJ"" iois r.io_o. +ii; -

12. Peraturar Menteri Desa, peTbangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor g Tahui ZiCZ-irrtn g prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

13. Peraturarr Menteri Keuangan Nomor lgO/pMIK.OZ /2021tentang pengelolaan Dana besa sebrgaim#a terah diubahdengan peraturan Menteri- K"u;;;*^ Nomor l2g/PMK.O7 / 2022 tentalq perubahan .t 
"' 

p".utr.ro MenteriKeuangan Nomor tgO/pMK.O7 /ZOii te"tang pengelolaan
Dana Desa;

8

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentangPemerintahan Gamoong (t embaran X"U"pJi." Aceh UtaraTahun 2009 Nomoi 4, rambahan ;;6;"" KabupatenAceh Utara Nomor 156);

+
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McnetapKan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR
BIAYA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 202 I tentang
Anggaran Pendapatan darr Belanja Kabupaten Aceh Utara
(kmbaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan
Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Of 6
Nomor 18).

MEMUTUSI(AN:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Standar Biaya Pemerintah Gampong adalah satuan biaya

berupa harga satuan, tarif, dan indeks dan merupakan
biaya maksimal pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong.

2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang
krhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. -

3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong
beserta perangkat Gampong 1ainnya yang memiliki tug;
dalam penyelenggara pemerintahan Gampong.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat ApBGampong, adalah i.rria.ri
keuangan tahu nan pemerintahan Garn*pong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyusunan Standar Biaya pemerintahan
dimaksudkan sebagai pedoman dalam
APBGampong Tahun Anggaran 2023

Gampong
penyusunan

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya pemerintahan Gampong
bertujuan:
a. untuk meningkatkan elisiensi dan efektivitas belanjaprogram atau kegiatan dajam rangka mewujudkin

pengelolaan keuangan gampong yang berbasis kinerja; dan
b. sebagai alat ukur b_elanja program atau kegiatan

pemerintahan gampong dan penyeragaman besaran satuan
sejenis yang digunakan oleh gampong di Kabupaten Aceh
Utara.

+
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Pasal 5

(1) Standar braya Pemerintah Gampong merupakan harga
tertinggi (maksimal) dalam pelaksanaannya disesuaikan
menurut harga pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat
serta dapat dipertanggunglawabkan.

(2) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang tidak tercantum
d,alam Peraturan Rupati ini, mengacu pada Keputusan Bupati
Nomor 900/627 / 2022 tentang Standar Biaya Umum
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.

(3) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang melebihi harga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disesuaikan -.r.ru.itharga/ tarif yang berlaku di pasar secara nyata, hemat, wajar
dan dapat dipertanggungiawabkan, yang dalam
pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) [asil suweipasar dari supplier/pabrikan/distributor/agen/toko dan/
atau sumber lain yang dapat dipertanggungiawabkan.

Pasal 6

Standar Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana
dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan biaya
melekat pada belanja tersebut.

BAE} III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintah Gampong terdiri
dari :

a. biaya penghasilan tetap dan honorarium;
b. satuan belanja pengadaan barang danjasa;
c. biaya pedalanan dinas;

dimaksud
lain yang

+

Pasal 7
(l) Standar biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 digunakan dalam pe..rrcarrarn dan

pelaksanaan APBGampong dalam Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2023.

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya pemerintah
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayai (1) berfungsi
sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
9d* penyusunan rencana keq'a d;n 

""gg;.""Pemerintah Gampong;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran pendapatan

dan Belanja Gampong.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya pemerintah

Gampong sebagaimana dimaksud pada ayai (l) berfungsi
sebagai:
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a. batas teftinggi yang bsarannya tidak dapat melampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. eslimasi merupakan perk iraan besaran biaya terLinggi
,vang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk
karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 8
(l) Standar biaya Pemerintahan Gampong Tahun 2023 tercantumdalam lampiran yanF. merupakan bigran tidak terpisahkandari Peraturan Bu pati ini.
(2| Dikecualikan dari ketentuan sebaqaimana dimaksud pada

a1'at (l) yang sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah
Pu sat dan atau pemerintahan Aceh Jan atau sumber lainnyayang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dafrtmengambaikan keten-tuan vang tercantum dalam f.mpi.""peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam ApBGampong

Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar setiap _ orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan nupali ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utarl.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Januari 2023 M

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 9

ini mulai berlaku pada tanggal

.l 9 Jumaclil Akhir I 444 H

FCE UTARA,

ARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Januari 2023 M

19 .Jumadil Akhir1444 H

IS DAERAHtrI
ACEH UTARA.
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IIMPIRAN
PERATURA} BUPATI ACEH TJTARA
NOMOR Z2 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG TAIIUN 2023

Perrgbasilan Tetap/ Honorariurn
1. Peran t Gam

2 teta

3, Honorarium Staf

No Uraiart Satuarr Jumlah Ket
1 Geuchik OB Rp 2.426.640
2 Keurani non PNS OB Rp 8OO,0OO

Keurani Cut Keuangan OB Rp 450,0Oo
.+ Keurani Cut Umum dan Perencanaan OB Rp 450,OOO
) QB Rp 450,000
6 Kepala S€ksi Pcmbangunan dan Pemberda5raan OB Rp 45O,O0O
7 (Ilee Ju OB Rp .+s,ooo

No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 OB RD. 600.000,) Wakil Ketua Ti.rha Peut OB ?p. 325,0oo
2 Tuha Peut OB Rp. 260,000

4

No Uraian Satuan KetI OB RD 3OO-OOO

Honorarium Tim Pengelola Kegratan {TpK)

No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 s

OB Rp 250.0OO
OB RD 2O0.0OO

- Ansnota OB Rp 150.0OO

'2 di 50 d .00
OB Rp 35O.OOO
OB RD 3OO.OOO

- Angcota OB RD 250.0OO

- Ketua OB Bp 4s0,0OO
- Sekretaris OB Rp 4OO,00O

OB Rp 35O.OOO

OB Rp 550.000
OB Rp 5OO.0OO
OB Ro 45o.ooo

5. Honorarium T Ke Aatn

6 Honorariuo Tim pen]rususfl RpJMcampong

7. Honorarium Tim pen un RI(PGam

Rangka Rakor/ Diklat/ Bimtck

+

No Uraian Jumlah

nfslr.l:I iit!-ElifrlimE
EIEI

rar€ul JI Pembina OB 250 000,) Ketua OB 200 o00
3 Anggota

OB 150,000

Dibayar
maks. 3 {figa)

bulan

No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 Pembina

OB 250 o002 Ketua
OB 200 0003
OB 150 000

Dibayar
maks- 2 (dua)

bulan

t2 slbaa t Eselon keIN bawah 400 000
3 Pejabat Eselon U (lhbupaten) Rp 4oO,00O

@,EEIrrltlil

8. Honorarium Instrukhrr/pelatih/Narasumber Dalam

I

Kepala Seksi PJmerintahan dan Kemasyarakatan

Ketua Tuha Peut

.Iumlah

- Anssote

Satr: an Ket
1 OR') Guru Tarnan pendidikanffi

Satrran Ket

No
Jumlah



2

4 Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten ) Orang/Jam Rp 350,000
5 Tenaga Ahli/ Akademisi/ Praktisi (Provinsi) Orang/Jam Rp 300,000
6 Ahli Akademisi Orang/Jam Rp 250,000
7 Tenaga Ahli/Pra-Ltisi (KecaIaatan) Orarg/Jam Rp 200,000

Keterangan :

1. lnstrul<tur/Pelatih/Na-rasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan
dinas,konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Honorarium tidak dapat diberikan uatuk Instruktur,/petatih/Narasumber yang berasal dari Unsur
Perargkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Oampong yaDg oleh peserta dari Gampong yaflg
bersargkutan.

3. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/ Pelatih/ Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga
Ahli Pendamping Kabupaten, pendamping Kecamatan da-n pendaraping l,okal Desa.

9. Honorarium PetuEas Kesehatar

NO URAIAN SATUAN STANDAR BIAYA
1 lnsentif Kader Posyandu OB Rp. 150,0Oo

Elelania Pengadaan Barang/ Jasa
l. Biaya Makalan dan Minumal

Kebutuhan Leinrlya
dalam Rangka Petatihan/ Diklat/ Bimtek/ Musyawarah/ Majelis Ta,lim dan

No Uraian Satuar Jumlah KetI Nasi Kemasan Standa-r Kotak 26,000 Harga tersebut sdh tennasul<
PPN/ PPh dan Pajak Daera_h

(Restoran)

2 Nasi Bungkus 23,OO0
3 Snack Kemasan Standar Kotak 8,O00

2- Belar\ja Perjalanan Dinas

No Tingkat Peialanan Dinas

Geuchik,
Imum dan

Ketua Tlrha
Peut

Keurani darl
Anggota TUha

Peut

Keurani Cut,
Kepa-ta

Urusan,
Bendahara

darr Staf

Dari Gam ke Ibukota KecamataI

dari 2 Kmku 25 o00 20 000 15 000

I

alanan diatas 2 Km 000 30,000 25 000Dari Ganpong ke
kon

Ibukota Kabupatery'

Hafian :U
da-ri OKm-P€ alanan K 50 000 40 o00 30

alanan 21 s.d 30 I(m 90,000 80,o00 70,000
12 I

n Dalam Provinsi AcehLuar Kabu ate
1

I
I 1

00

3

2 Pen soo o00 450 000 +oo oo0
Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera

oo 140 00

4

a 400 oo0 350
Luar Provinsi Aceh selain Pulau Sumatera

Makan 200 o00 180 o00
o00 145or 75 165 o 0 I

5

+

/Praktisi (Kabupaten)
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Katafergen :

l. Eiaya transport angkutan da.at/ laur / udara dibavar at cost {scsuai dcngan kenyataan}
- Pcrjalanan dines luat daerah dilakukan maksimum stlama 4 lcmpat) hari, kccuali terhadap prcrjalarran

dinae luar deerah !,ang membutuhken ws*tu lebih, dapat diberiken jike adanye desar pembcritahuen darlFlf,..q VanX cukuD

pcrjalanan ditras rant dilakukan k.luar tempat kcdudukan, di luar $'ihvah Kabupatcn A{'ch Utara dao
Kors Lhok!.umasc unruk kepcntinga, gampong atag perintsh pcjabBr vf,ng bcrwenang

' Fe68lanan dinas dalam daerah dan Perjatanan dinas luar dBcrah dapat dilq&ukan setrtah mcndapat sT
darl SP-D vart ditandatantani oteh p"jabat yang berwenang

2. Pejabat yrng bcrrr.Dang m.mcrintahkan dan m.nandsrangeni ST dan SpD adalah:
l- $T Perjalanan Dinrs Luar Daerah Luar Provinsi Acch ditandarar8ani oleh kcpala DpMppKB dao SpD

ditandatangani oleh Oeuchik

2. ST Ferja.lenen dinas luar daerah dalem Prwinsi Aceh ditandatangani oleh Camar dan spD ditandatangani
oleh Gcuchik.

3. ST dan SPD Pcrjdanen dinas dalffr dacrah ditandatar4ani oleh Gcuchik
3' Pcrjalanan dines dibuktiken dengan SPD yang diualidasi oleh aparar p€Ecrinrahan arau petuga3 -vsntbcrtompct"n ditempaa tujuan

4. F"jabat yang bcrwenant menandatangar spD pada eeat tiba kcmbsli adal,ah scbataj bcrikut:
I Luar Provinsi Acch drrandatangani oLh t(epa.la DpMppKB.
2 Dalam hovinsi Aceh ditandefangani oleh Camat
3 Dalam Daeruh ditandat&nAani oleh Gcuchik

Lcm l a rrrn

Krteranga.!t
- Opcrasionat PKl( Gampong digunakan untuk opcrasionat pokja pKK Gampong

L'TARA, k

Uraran
I .:l.oo0.o0o //'fahunan) ) i:0o 0(ro Tahunan

PA .I

*

o
"tIr U

I

II AC
u

\\..

(

ard uI


